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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P    U    T    U    S    A    N

Nomor.  131/B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  Pajak  da lam  permohonan  Penin jauan  Kembal i  

te l ah  mengambi l  putusan  akh i r  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  berkedudukan  di  Ja lan  

Jendera l  Gato t  Subro to  Nomor.  40- 42,  Jakar t a  

Sela tan ,  da lam hal  in i  member i  kuasa  kepada  :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO,  Di rek tu r  Kebera tan  dan  

Banding .

2. ERMA  SULISTYARINI ,  Kepala  Sub  Di rek to ra t  

Penin jauan  Kembal i  dan  Evaluas i ,  Di rek to ra t  

Kebera tan  dan Banding .

3. YURNALIS  RY,  Kepala  Seks i  Penin jauan  Kembal i ,  

Di rek to ra t  Kebera tan  dan Banding .

4. NARULITA  KUNCORO  YAKTI ,  Pelaksana  Seks i  

Penin jauan  Kembal i ,  Di rek to ra t  Kebera tan  dan  

Banding ,  keempatnya  berkedudukan  di  Kanto r  

Pusat  Di rek to ra t  Jendera l  Pajak  Ja lan  Jendera l  

Gato t  Subro to  No.  40- 42,  Jakar ta ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  No.  SKU-101/PJ . / 2007  

tangga l  21 Mei  2007.

Pemohon Penin jauan  Kembal i ,  dahulu  Tergugat .

                                M e l  a w a n  :

PT.  DYNO NOBEL INDONESIA,  dulu  bera lamat  di  Mugi  

Gr iya  Sui te  405,  J l .  Let j en  MT.  Haryono  Kav.  10,  

        Hal .  1 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
131/B /PK/PJK/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakar t a  Sela tan ,  sekarang  bera lamat  di  Sent ra l  

Senayan  I ,  Lt .  4,  J l .  Asia  Af r i ka  No.  8,  Jakar ta ,  

d iwak i l i  ANTUNG PANDOYO,  se laku  Di rek tu r  dar i  

ser ta  berdasarkan  Designa t i on  Let te r  (Sura t  

Penunjukkan)  dar i  Pres iden  Di rek tu r  PT.  Dyno 

Nobel  Indones ia ,  du lu  bera lamat  di  Mugi  Gr iya  

Sui te  405,  J l .  Let j en  MT.  Haryono  Kav.  10,  

Jakar t a  Sela tan ,  sekarang  bera lamat  di  Sent ra l  

Senayan  I ,  Lt .  4,  J l .  Asia  Af r i ka  No.  8,  Jakar ta ,  

dalam ha l  in i  member ikan  kuasa  kepada  :

1. Dr.  D.  SIDIK SURAPUTRA, SH

2. MULYANA, SH,  LL.M

3. MAULANA SYARIF,  SH,  

4. MADE GDE TAKSU BARATA,  SH,  keempatnya  Para  

Advokat  pada  Kantor  Hukum  Mochtar  Karuwin  

Komar,  berkedudukan  di  Wisma Metropo l i t a n  I I ,  

Lanta i  14,  Ja lan  Jendera l  Sudi rman  Kav.  31,  

Jakar t a ,  dan ba ik  secara  send i r i - send i r i  maupun 

bersama- sama dengan  :

1. Drs .  MOHAMAD RIDWAN, 

2. Drs .  H.  KUMAEDI,  keduanya  Para  Kuasa  Hukum  di  

hadapan  Pengad i l an  Pajak  pada  Kantor  PT.  

Harsono  Hadib ro to  Consu l t i n g ,  berkedudukan  di  

Wisma GKBI  Lanta i  33,  J l .  Jendra l  Sudi rman  No.  

28,  Jakar ta ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

tangga l  29 Jun i  2007.

Termohon Penin jauan  Kembal i ,  dahulu  Penggugat .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung te rsebu t .

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan .

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  yang  bersangku tan  

te rnya ta  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  Tergugat  

te l ah  mengajukan  permohonan  Penin jauan  Kembal i  te rhadap  

putusan  Pengad i l an  Pajak  tangga l  13  Pebruar i  2007  No.  Put .  

09951/PP/M.VI I I / 9 9 / 2007  yang  te lah  berkekua tan  hukum te tap ,  

da lam  perkaranya  melawan  Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

Penggugat  dengan pos i t a  perkara  sebaga i  ber i ku t   :

Dasar  Hukum

Bahwa  berdasarkan  Pasa l  23  Undang- undang  Nomor.  6  Tahun  

1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- undang  

Nomor.  16  Tahun  2000,  Penggugat  mengajukan  gugatan  atas  

Keputusan  Tergugat  Nomor  :  KEP-1288/WPJ.07 /  BD.05/2006  

tangga l  27  Ju l i  2006  ten tang  Pengurangan  atau  Penghapusan  

Pajak  Per tambahan  Ni la i  atas  Sura t  Tagihan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Masa  Pajak  Januar i  sampai  dengan  

Desember  2003  Nomor  :  00603/107 /03 /056 /05  tangga l  02  Jun i  

2005.

Lata r  Belakang

Bahwa Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Tagihan  Pajak  Per tambahan  

Ni la i  Masa Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  2003  Nomor  

:  00603/107 /03 /056 /05  tangga l  02  Jun i  2005  dengan  sanks i  

admin is t r a s i  Pasal  14  ayat  (4 )  KUP yang  masih  harus  

dibayar  sebesar  Rp.  557.416 .206 ,00 ,  per inc i an  perh i t ungan  

sanks i  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

        Hal .  3 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
131/B /PK/PJK/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanks i  Pasal  14  (4 )  KUP atas  Faktu r  Pajak  
Keluaran  yang   d i t e rb i t k an  Penggugat  yang  
t i dak  d ico re t  seh ingga   dianggap   cacat  oleh  
Pemer iksa  sebesar  Rp 2% x Rp 2.357 .749 .678 ,00

Rp.  
7.154 .994 ,00

Sanks i  Pasa l  14  (4 )  KUP karena  Pemer iksa  
berpendapat   Penggugat  t i dak  menerb i t kan  
Faktu r  Pajak  atas  Koreks i  pos i t i f  penyerahan  
kena  pajak  sebesar  Rp  2%  x  
Rp.25 .513 .060 .605 ,00

Rp.  
510.261 .212 ,00

Jumlah  Sanks i  Pasal  14 (4 )  KUP Rp.  
557.416 .206 ,00

Bahwa  pembayaran  Penggugat  atas  Sura t  Tagihan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Masa  Pajak  Januar i  sampai  dengan  

Desember  2003  Nomor  :  00603/107 /03  /056 /05  tangga l  02 Jun i  

2005  te l ah  Penggugat  lunas i  sebesar  Rp.557.416 .206 ,00  pada  

tangga l  11 Ju l i  2005.

Bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  permohonan  pengurangan  

atau  penghapusan  sanks i  admin is t r a s i  atas  Sura t  Tagihan  

Pajak  Per tambahan  Ni la i  Masa  Pajak  Januar i  sampai  dengan  

Desember  2003  Nomor  :  00603/107 /03  /056 /05  tangga l  02 Jun i  

2005  dengan  sura t  Penggugat  Nomor  :  004/PK/2003  tangga l  22  

Agustus  2005  yang  di te r ima  oleh  Tergugat  pada  tangga l  30  

Agustus  2005.

Bahwa berdasarkan  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  

sanks i  admin is t r a s i  te rsebu t  d i  atas ,  Tergugat  te l ah  

mengeluarkan  Keputusan  Nomor  :  KEP-1288/WPJ.07 /BD.05 /2006  

tangga l  27  Ju l i  2006  ten tang  Pengurangan  atau  Penghapusan  

Sanks i  Admin is t r a s i  atas  Sura t  Tagihan  Pajak  (STP)  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Barang  dan  Jasa  Masa  Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  2003  Nomor  :  00603/107 /03 /056 /05  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangga l  02  Jun i  2005  dengan  is i  keputusan  menolak  

permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanks i  

admin is t r a s i  atas  STP Pajak  Per tambahan  Ni la i  te rsebu t ,  

dengan r inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

Penggugat  

(Rp)

STP PPN
00603/107 /03 /056 /

05
(Rp)

KEP-1288/WPJ.07 /  
BD.05/2006  

(Rp)

Denda Pasal  14(4 )KUP 0,00 557.416 .206 ,00 557.416 ,206 ,00

Jumlah  yang  masih  harus  
dibayar

0,00 557.416 .206 ,00 557.416 .206 ,00

Mater i  Pokok  Gugatan

Bahwa  mater i  pokok  gugatan  Penggugat  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

Bahwa perh i t ungan  STP Pajak  Per tambahan  Ni la i  yang  masih  

harus  d ibayar  menuru t  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  KEP-

1288/WPJ.07 /BD.05 /2006  tangga l  27  Ju l i  2006  dan  menuru t  

perh i t ungan  Penggugat  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

Denda Pasa l  14 
(4 )  KUP

(Rp)

Jumlah  yang  masih  
harus  dibayar

(Rp)

KEP-
1288/WPJ.07 /BD.05 /2006

557.416 .206 ,00 557.416 .206 ,00

Penggugat  setu ju 0,00 0,00

Penggugat  t i dak  setu j u 557.416 .206 ,00 557.416 .206 ,00

Alasan  Pemer iksa  :

Bahwa denda  Pasa l  14  (4 )  KUP sebesar  Rp.  557.416 .206 ,00  

ada lah  :

- Bahwa atas  sanks i  sebesar  Rp.  47.154 .994 ,00  dika renakan  

Tergugat  beranggapan  bahwa semua Faktu r  Pajak  Keluaran  

        Hal .  5 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
131/B /PK/PJK/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang  Penggugat  te rb i t k an  d ianggap  cacat ,  a lasan  

Pemer iksa  te rsebu t  pada  dasarnya  hanya  d isebabkan  o leh  

t i dak  adanya  core tan  pada  ko lom Harga  Jua l /Penggant i an /  

Uang  muka/Termi j n  pada  Faktu r  Pajak  yang  Penggugat  

te rb i t k an  te rsebu t .

-  Bahwa atas  sanks i  sebesar  Rp.  510.261 .212 ,00  d ika renakan  

Tergugat  berpendapat  bahwa  Penggugat  t i dak  membuat  

Faktu r  Pajak  kepada  BUT Dyno Nobel  Indones ia  -  PT Dahana 

(Persero )  J.O  d imana  Terguga t  menganggap  ada  Penyerahan  

Kena  Pajak  yang  seharusnya  te ru tang  Pajak  Per tambahan  

Ni la i  dar i  Penggugat  se laku  anggota  J.O  kepada  BUT Dyno 

Nobel  Indones ia  - PT Dahana (Perse ro )  J .O.

Alasan  Gugatan  Penggugat

Bahwa  atas  sanks i  sebesar  Rp.  47.154 .994 ,00  dika renakan  

Tergugat  beranggapan  bahwa  semua  Faktu r  Pajak  Keluaran  

yang  Penggugat  te rb i t k an  d ianggap  cacat .

1.  Bahwa  pembuatan  Faktu r  Pajak  d ianggap  Tergugat  

cacat  sudah  memenuhi  keten tuan  fo rm i l  sesua i  dengan  

keten tuan  dalam Pasa l  13 ayat  (5 )  Undang- undang  Nomor.  8 

Tahun  1983  ten tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i  sebaga imana  

te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- undang  Nomor.  18  

Tahun  2000  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  Faktu r  Pajak  

harus  d ican tumkan  kete rangan  ten tang  Penyerahan  Barang  

Kena Pajak  atau  penyerahan  Jasa  Kena Pajak  yang  mel ipu t i  

:  

a.  Nama,  alamat ,  Nomor  Pokok  Waj ib  Pajak ,  ser ta  

nomor  dan  tangga l  pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang  menyerahkan  Barang  Kena Pajak  atau  Jasa  Kena 

Pajak .  

b.  Nama,  alamat ,  Nomor  Pokok  Waj ib  Pajak  pembel i  

Barang  Kena Pajak  atau  pener ima  Jasa  Kena Pajak .  

c.   Macam,  jen i s ,  kuantum,  harga  satuan ,  jumlah  

harga  jua l  atau  penggant i an  dan potongan  harga .

d.  Pajak  Per tambahan  Ni la i  yang  d ipungut .  

e.   Pajak  Penjua lan  atas  Barang  Mewah yang  dipungu t .

f .    Tangga l  penyerahan  atau  tangga l  pembayaran .  

g.  Nomor dan tangga l  pembuatan  Faktu r  Pajak .

h.  Nama,  jaba tan  dan  tanda  tangan  yang  berhak  

menandatangan i  Faktu r  Pajak .

Bahwa  menuru t  Penggugat ,  Faktu r  Pajak  Penggugat  te l ah  

memenuhi  semua in f o rmas i  yang  diha ruskan  dalam Pasal  13  

ayat  (5 )  Undang- undang  Pajak  Per tambahan  Ni la i  te rsebu t ,  

seh ingga  t i dak  tepa t  apab i l a  Tergugat  menganggap  bahwa 

Faktu r  Pajak  Keluaran  Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  

fo rma l  atau  caca t ,  dengan  demik ian  seharusnya  Tergugat  

t i dak  mengenakan  sanks i  denda in i .

2.  Bahwa  disamping  i t u ,  apab i l a  dengan  t i dak  

dico re tnya  Faktu r  Pajak  Keluaran  Penggugat  pada  ko lom 

Harga  Jua l /Penggan t i an /Uang  muka/  Termi j n ,  menuru t  

Penggugat  t i dak  akan  mengaburkan  in fo rmas i  yang  

Penggugat  sa j i kan  da lam Faktu r  Pajak ,  karena  sudah  je l as  

bahwa Faktu r  Pajak  Keluaran  Penggugat  sehubungan  dengan  

penyerahan  Jasa  Kena Pajak  yang  Penggugat  ber i kan  kepada  

pemi l i k  proyek  sebaga imana  Penggugat  tu l i s  da lam  ko lom 

        Hal .  7 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
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"Nama  Barang  Kena  Pajak / Jasa  Kena  Pajak"  pada  Faktu r  

Pajak ,  d imana da lam Pasal  1 but i r  19 Undang- undang  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  d isebu tkan  je l as  bahwa  "Penggant i an  

ada lah  ni l a i  berupa  uang,  te rmasuk  semua  biaya  yang  

dimin ta  atau  seharusnya  dimin ta  oleh  pember i  jasa  karena  

penyerahan  Jasa  Kena  Pajak ,  t i dak  te rmasuk  pajak  yang  

dipungut  menuru t  Undang- undang  in i  dan  potongan  harga  

yang  dican tumkan  da lam  Faktu r  Pajak" ,  maka  dar i  i t u  

sudah  seharusnya  bahwa  ko lom  te rsebu t  harus  dibaca  

sebaga i  "Penggant i an " ,  ka laupun  in fo rmas i  te rsebu t  masih  

dianggap  kurang  je l as ,  ha l  te rsebu t  t i dak  akan  merubah  

kond is i  bahwa biaya  yang  Penggugat  tag ihkan  dalam Faktu r  

Pajak  te tap  te ru tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i .

3.  Bahwa  t i dak  ber l eb i han  k i ranya  apab i l a  Penggugat  

sampaikan  juga  bahwa  banyak  koreks i  Pemer iksa  atas  

Faktu r  Pajak  yang  dianggap  cacat  te tap i  d igugurkan / t i d ak  

dapat  d ipe r t ahankan  oleh  Maje l i s  pada t i ngka t  Pengad i l an  

Pajak  dengan  alasan  bahwa  Faktu r  Pajak  te rsebu t  te l ah  

memenuhi  keten tuan  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  13  

ayat  (5 )  Undang- undang Pajak  Per tambahan  Ni la i .

Bahwa atas  sanks i  sebesar  Rp.  510.261 .212 ,00  d ika renakan  

Tergugat  berpendapa t  bahwa Penggugat  t i dak  membuat  Faktu r  

Pajak  kepada  BUT  Dyno  Nobel  Indones ia  -  PT  Dahana  

(Persero )  J .O.

1.  Bahwa  Penggugat  t i dak  setu ju  dengan  penerapan  Sanks i  

Pasal  14  (4)  KUP karena  Penggugat  t i dak  setu ju  dengan  

Tergugat  menganggap  bahwa ada Penyerahan  Kena Pajak  dar i  

Disclaimer
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Penggugat  se laku  anggota  JO  kepada  BUT  Dyno  Nobel  

Indones ia  -  PT Dahana (Persero )  J.O.

Bahwa Penggugat  ada lah  Perusahaan  Penanaman Modal  Asing  

(PMA)  yang  bergerak  da lam  jasa  penun jang  per tambangan  

yang  khususnya  menangani  jasa  peledakan  untuk  indus t r i  

dengan  menggunakan  bahan  peledak  te r t en t u ,  sesua i  dengan  

Keputusan  Pres iden  Nomor.  125  Tahun  1999  ten tang  Bahan 

Peledak  d isebu tkan  bahwa  produks i ,  pengadaan,  

peny impanan  dan  pend is t r i b u s i an  bahan  pe ledak  di l akukan  

oleh  badan  usaha  sete lah  mendapat  i z i n  dar i  Menter i  

Per tahanan  Keamanan.  Sesua i  dengan  Keputusan  Menter i  

Per tahanan  Nomor  :  Kep/18 .c /M /X /1999  ten tang  Perubahan  

Keputusan  Menhankam /  Pangl ima  TNI  Nomor  Kep/18 /M/X  /

1999  ten tang  Penunjukan  Badan  Usaha  d i  b idang  Bahan  

Peledak ,  PT Dahana  (Perse ro )  merupakan  badan  usaha  yang  

di tun j uk  untuk  melakukan  pengadaan  bahan pe ledak .

Bahwa dalam  member i kan  jasa  peledakan  kepada  pe langgan  

Penggugat ,  pada  pr ins i pnya ,  Penggugat  hanya  melakukan  

jasa  peledakannya ,  sedangkan  bahan  peledak  te rsebu t  

harus  d ised iakan  o leh  PT  Dahana  (Perse ro ) ,  untuk  

memenuhi  kewaj i ban  yang  ada,  Penggugat  dan  PT  Dahana  

(Persero )  secara  sepakat  membuka  per jan j i a n  untuk  

membentuk  Jo in t  Opera t i on  (J .O)  dengan  nama Dyno  Nobel  

Indones ia  -  Dahana  (Perse ro )  J .O,  se lan ju tn ya ,  untuk  

Dyno  Nobel  Indones ia  -  Dahana  (Perse ro )  J.O.  membuka 

per j an j i a n  atau  kont rak  ker j a  dengan  Pemi l i k  Proyek ,  

da lam per jan j i a n  ker j a  te rsebu t ,  Penggugat  dan PT Dahana  
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131/B /PK/PJK/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero )  secara  bersama  -  sama disebu t  sebaga i  "Jo in t  

Opera t i on  (JO) " .

Bahwa pada  kenya taannya ,  jasa  pe ledakan  yang  Penggugat  

lakukan  kepada  Pemi l i k  Proyek  adalah  atas  nama  Dyno 

Nobel  Indones ia  -  Dahana  (Perse ro )  J .O,  t i dak  ada  

penyerahan  jasa  dar i  Dyno,  se laku  anggota  J.O  kepada  

J.O.

2.  Bahwa da lam hubungan  ker j a  anta ra  Penggugat  se laku  

anggota  J.O  dengan  J.O,  Penggugat  akan  mener ima  

pembagian  pendapatan  ( revenue  shar i ng )  dar i  J .O,  da lam 

sura t  Tergugat  Nomor  :  S- 244/PJ .53112000  tangga l  17  

Februar i  2000 d isebu tkan  bahwa atas  pembagian  pendapatan  

( revenue  shar i ng )  dar i  J .O  kepada  anggota  J.O  t i dak  

te ru tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i  seh ingga  dengan  

demik ian  anggota  J.O  t i dak  membuat  Faktu r  Pajak  kepada  

J.O.

Bahwa  da lam  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  S-

244/PJ .531 /2000  tangga l  17  Pebruar i  2000  ten tang  

Per lakuan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Terhadap  Revenue  

Shar ing "  Jo in t  Opera t i on  (J .O)  Kepada  Anggota  (J .O) "  

da lam  Pelaksanaan  Proyek  Pemer in tah  Yang  Dib iaya i  Dar i  

Hibah/P in j aman  Luar  Neger i  d isebu tkan  anta ra  la i n  

bahwa :

a.  Pada  saat  J .O  membuat  tag ihan  kepada  Pemi l i k  

Proyek  sehubungan  dengan  pelaksanaan  proyek  yang  

dib iaya i  dengan  hibah ,  maka Faktu r  Pajak  te tap  dibua t  

dengan  diber i  cap  Pajak  Per tambahan  Ni la i  dan  PPnBM 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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t i dak  dipungut  sesua i  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor.  42  

Tahun 1995.

b.    Atas  pembagian  pendapatan  ( revenue  shar i ng )  dar i  

J.O  kepada  anggota  J.O  sehubungan  dengan  pe laksanaan  

proyek  yang  dib iaya i  dengan  hibah  t i dak  te ru tang  

Pajak  Per tambahan  Ni la i .  Dengan  demik ian  anggota  J.O  

t i dak  membuat  Faktu r  Pajak  kepada  J.O.

Bahwa dar i  Sura t  Nomor  :  S- 244/PJ .531 /2000  secara  je l as  

disebu tkan  bahwa  atas  pembagian  pendapatan  ( revenue  

shar i ng )  dar i  J .O  kepada  anggota  J.O  sehubungan  dengan  

pelaksanaan  proyek  yang  dib i aya i  dengan  hibah  t i dak  

te ru tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i  seh ingga  dengan  

demik ian  anggota  J.O  t i dak  membuat  Faktu r  Pajak  kepada  

J.O.

Bahwa  t i dak  te ru tangnya  Pajak  Per tambahan  Ni la i  atas  

pembagian  pendapatan  ( revenue  shar i ng )  dar i  J .O  kepada  

anggota  J.O  ada lah  t i dak  ada  hubungannya  dengan  apakah  

proyek  te rsebu t  d ib i aya i  dengan  hibah  atau  t i dak ,  

apab i l a  dianggap  bahwa  t i dak  te ru tangnya  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  karena  da lam  konteks  pelaksanaan  

proyek  d ib i aya i  dengan  h ibah ,  maka seharusnya  per l akukan  

Pajak  Per tambahan  Ni la i  atas  pembagian  pendapatan  dar i  

J.O  kepada  anggota  J.O  mengiku t i  per lakuan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  atas  tag ihan  J.O  kepada  Pemi l i k  

Proyek ,  dar i  sura t  te r sebu t  je l as  bahwa pendapatan  yang  

dipe ro l eh  o leh  J.O  dar i  Proyek  te ru tang  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  (wa laupun  t i dak  dipungu t  sesua i  

        Hal .  11 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
131/B /PK/PJK/2007
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Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor.  42  Tahun  1995) ,  namun 

pembagian  pendapatan  yang  dipe ro leh  anggota  J.O dar i  J .O  

t i dak  te ru tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i .  Perbedaan  

per l akuan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  te rsebu t  member ikan  

kes impu lan  bahwa  per lakuan  t i dak  te ru tangnya  pembagian  

pendapatan  kepada  anggota  J.O  dar i  J .O  t i dak  ada  

hubungannya  dengan  proyek  yang  dib iaya i  dengan  hibah ,  

dengan  demik ian ,  dapat  d is impu lkan  bahwa  karena  

t ransaks i  yang  kami  lakukan  sama  dengan  t ransaks i  d i  

atas ,  maka  sudah  seharusnya  pembagian  pendapatan  dar i  

J.O  kepada  kami  t i dak  te ru tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i  

dan  anggota  J.O  t i dak  d iwa j i b kan  membuat  Faktu r  Pajak  

kepada  J.O.

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Pengad i l an  Pajak  

tangga l  13  Pebruar i  2007  No.  Put .  09951/PP/M.VI I I / 9 9 / 2007  

yang  te lah  berkekua tan  hukum te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  

Mengabulkan  se lu ruhnya  Gugatan  Penggugat  dengan  

membata lkan  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  KEP-

1288/WPJ.07 /BD.05 /2006  tangga l  27  Ju l i  2006  dan  Sura t  

Tagihan  Pajak  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Barang  dan Jasa  Masa 

Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  2003  Nomor  :  

00603/107 /03 /056 /05  tangga l  02  Jun i  2005  atas  nama :  PT.  

Dyno  Nobel  Indones ia ,  NPWP :  01.869 .707 .8 - 056.000 ,  a lamat  

lama  :  Mugi  Gr iya  Sui te  405,  J l .  Let j en .  MT.  Haryono  Kav.  

10  Jakar ta  Sela tan  12810,  a lamat  sekarang  :  Sent ra l  

Senayan  I ,  Lt .  4,  J l .  Asia  Af r i ka  No.  8,  Jakar ta  10270.

Disclaimer
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Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  i . c .  Putusan  Pengad i l an  Pajak  tangga l  13  

Pebruar i  2007  No.  Put .  09951/PP/M.VI I I / 9 9 / 2007  dibe r i t a hukan  

kepada  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  Tergugat  pada  

tangga l  28  Pebruar i  2007  kemudian  te rhadapnya  o leh  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  dahulu  Terguga t  d ia jukan  permohonan  

Penin jauan  Kembal i  secara  te r t u l i s  d i  Kepani te raan  Pengad i l an  

Pajak  dengan  dise r t a i  a lasan- alasannya  yang  di te r ima  di  

Kepani te raan  Pengadi l an  Pajak  te rsebu t  pada  tangga l  22  Mei  

2007.

Menimbang,  bahwa  ten tang  permohonan  Penin jauan  

Kembal i  te rsebu t  te lah  dibe r i t a hukan  kepada  p ihak  lawan  

dengan  seksama  pada  tangga l  06  Jun i  2007,  kemudian  

te rhadapnya  o leh  pihak  lawannya  te l ah  dia jukan  jawaban  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Pajak  tangga l  04  Ju l i  

2007.

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permohonan  Penin jauan  

Kembal i  aquo  beser ta  alasan- alasannya  te l ah  d iber i t a hukan  

kepada  pihak  lawan  dengan  seksama,  dia jukan  dalam  tenggang  

waktu  dan  dengan  cara  yang  di ten tukan  dalam  Undang- undang,  

maka oleh  karena  i t u  fo rma l  dapat  d i t e r ima .

Menimbang,  bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  te lah  

mengajukan  alasan- alasan  Penin jauan  Kembal i  yang  pada  

pokoknya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  

1.  Bahwa  adalah  t i dak  tepa t  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

pada  ha laman 27 al i nea  ke  enam Putusan  Pengad i l an  Pajak  

nomor  :  Put .  09951/PP/M.VI I I / 9 9  /2007  tangga l  13  

        Hal .  13 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
131/B /PK/PJK/2007
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Februar i  2007.

Bahwa keten tuan  Pasa l  13 ayat  (5 )  Undang- undang  Nomor.  8 

Tahun  1983  sebaga imana  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- undang  Nomor.  18  Tahun  2000  menyatakan  bahwa  :  

"Da lam Faktu r  Pajak  harus  dican tumkan  kete rangan  ten tang  

penyerahan  Barang  Kena  Pajak  atau  penyerahan  Jasa  Kena 

Pajak  yang  pal i ng  sed ik i t  memuat  :

a.  Nama,  alamat ,  Nomor  Pokok  Waj ib  Pajak  yang  

menyerahkan  Barang  Kena Pajak  atau  Jasa  Kena Pajak .

b.  Nama,  alamat ,  Nomor  Pokok  Waj ib  Pajak  pembel i  

Barang  Kena Pajak  atau  pener ima  Jasa  Kena Pajak .

c, .  Jen is  barang  atau  jasa ,  jumlah  Harga  Jua l  atau  

Penggant i an ,  dan potongan  harga .

d. Pajak  Per tambahan  Ni la i  yang  d ipungut .

e.  Pajak  Penjua lan  Atas  Barang  Mewah yang  dipungu t .

f .  Kode,  nomor  ser i ,  dan  tangga l  pembuatan  Faktu r  

Pajak ,  dan

g.  Nama,  jaba tan  dan  tanda  tangan  yang  berhak  

menandatangan i  Faktu r  Pajak . "

Bahwa da lam memor i  pen je l asan  Pasa l  13  ayat  (5 )  Undang-

undang  Nomor.  8  Tahun  1983  sebaga imana  te l ah  diubah  

te rakh i r  dengan  Undang- undang  Nomor.  18  Tahun  2000  

dinya takan  bahwa  :  "Fak tu r  Pajak  merupakan  bukt i  

pungutan  pajak  dan  dapat  d igunakan  sebaga i  sarana  untuk  

mengkred i t k an  Pajak  Masukan.  Oleh  karena  i t u ,  Faktu r  

Pajak  harus  benar ,  ba ik  secara  fo rma l  maupun  secara  

mater i i l .  Faktu r  Pajak  harus  di i s i  secara  Iengkap ,  je l as  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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dan benar ,  dan di t anda tangan i  o leh  pejaba t  yang  di tun j uk  

oleh  Pengusaha  Kena Pajak  untuk  menandatangan inya .  Namun 

untuk  peng is i an  kete rangan  mengenai  Pajak  Penjua lan  Atas  

Barang  Mewah hanya  di i s i  apab i l a  atas  penyerahan  Barang  

Kena  Pajak  te ru tang  Pajak  Penjua lan  Atas  Barang  Mewah.  

Faktu r  Pajak  yang  t i dak  di i s i  sesua i  dengan  keten tuan  

dalam  ayat  in i  dapat  mengak iba tkan  Pajak  Per tambahan  

Ni la i  yang  te rcan tum  dida lamnya  t i dak  dapat  d ik red i t k an  

sesua i  dengan  keten tuan  da lam Pasa l  9 ayat  (8 )  huru f  f .  

Faktu r  Penjua lan  yang  memuat  kete rangan  dan  yang  

peng is i annya  sesua i  dengan  keten tuan  da lam  ayat  in i  

d isebu t  Faktu r  Pajak  Standar . "

Bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  Lampi ran  IV  Keputusan  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  KEP-323/PJ . / 2001  tangga l  

30  Apr i l  2001  ten tang  Perubahan  atas  Keputusan  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor  KEP-549/PJ . / 2000  ten tang  Saat  

Pembuatan ,  Bentuk ,  Ukuran,  Pengadaan,  Tata  Cara  

Penyampaian ,  dan  Tata  Cara  Pembetu lan  Faktu r  Pajak  

Standar  dicon tohkan  bahwa peng is i an  Faktu r  Pajak  Standar  

secara  benar  pada  set i ap  kete rangan  yang  peng is i annya  

dengan  cara  "Core t  yang  t i dak  per lu "  ada lah  dengan  

mencore t  kete rangan  yang  t i dak  sesua i  dengan  kond is i  

yang  sebenarnya  seh ingga  t i ngga l  te rs i sa  kete rangan  yang  

ing in  d ican tumkan. (Fo tocop i  te r l amp i r ) .

Bahwa  bi l amana  peng is i an  Faktu r  Pajak  t i dak  memenuhi  

keten tuan  Pasa l  13 ayat  (5 )  Undang- undang  Nomor.  8 Tahun  

1983  sebaga imana  te l ah  d iubah  te rakh i r  dengan  Undang-

        Hal .  15 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
131/B /PK/PJK/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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undang  Nomor.  18  Tahun  2000  jo  Keputusan  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor  KEP-323/PJ . / 2001  tangga l  30  Apr i l  

2001  ten tang  Perubahan  atas  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  Nomor  KEP-549/PJ . / 2000  ten tang  Saat  Pembuatan ,  

Bentuk ,  Ukuran ,  Pengadaan,  Tata  Cara  Penyampaian ,  dan  

Tata  Cara  Pembetu lan  Faktu r  Pajak  Standar  maka  Faktu r  

Pajak  dianggap  t i dak  benar / caca t ,  seh ingga  apab i l a  ada  

keten tuan  untuk  mencore t  yang  t i dak  per lu  namun  t i dak  

dico re t ,  maka  in fo rmas i  da lam  Faktu r  Pajak  te rsebu t  

menjad i  t i dak  je l as ,  dengan  demik ian  menjad i  t i dak  

memenuhi  syara t  fo rma l .

Bahwa keten tuan  Pasa l  14  ayat  (1 )  huru f  f  Undang- undang  

Nomor.  6  Tahun  1983  sebaga imana  te l ah  d iubah  te rakh i r  

dengan  Undang- undang  Nomor.  16  Tahun  2000  menyatakan  

bahwa :  "D i rek t u r  Jendera l  Pajak  dapat  menerb i t kan  Sura t  

Tagihan  Pajak  apab i l a  Pengusaha  yang  te l ah  dikukuhkan  

sebaga i  Pengusaha  Kena Pajak  t i dak  membuat  atau  membuat  

Faktu r  Pajak  te tap i  t i dak  tepa t  waktu  atau  t i dak  mengis i  

se lengkapnya  Faktu r  Pajak . "

Bahwa keten tuan  Pasa l  14 ayat  (4 )  Undang- undang  Nomor.  6 

Tahun  1983  sebaga imana  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- undang  Nomor.  16  Tahun  2000  menyatakan  bahwa  :  

"Terhadap  Pengusaha  atau  Pengusaha  Kena  Pajak  

sebaga imana  dimaksud  da lam  ayat  (1 )  huru f  d,  huru f  e,  

dan huru f  f ,  masing- masing  dikenakan  sanks i  admin is t r a s i  

berupa  denda  sebesar  2%  (dua  persen)  dar i  Dasar  

Pengenaan Pajak . "

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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Bahwa Faktu r  Pajak  dika takan  te lah  di i s i  secara  lengkap  

apab i l a  te lah  memenuhi  keten tuan- keten tuan  Pasa l  13 ayat  

(5 )  Undang- undang  Nomor.  8 Tahun  1983  sebaga imana  te l ah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- undang  Nomor.  18  Tahun  

2000  jo  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  KEP-

323/PJ . / 2001  tangga l  30  Apr i l  2001  ten tang  Perubahan  

atas  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  KEP-

549/PJ . / 2000  ten tang  Saat  Pembuatan ,  Bentuk ,  Ukuran,  

Pengadaan,  Tata  Cara  Penyampaian ,  dan  Tata  Cara  

Pembetu lan  Faktu r  Pajak  Standar .

Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  14  ayat  (1 )  huru f  f  

dan  ayat  (4 )  Undang- undang  Nomor.  6  Tahun  1983  

sebaga imana  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- undang  

Nomor.  16  Tahun  2000  maka  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

sebaga i  Pengusaha  Kena Pajak  berkewaj i ban  membuat  Faktu r  

Pajak  dengan  tepa t  waktu  dan  di i s i  se lengkapnya ,  dan  

apab i l a  Termohon Penin jauan  Kembal i  t i dak  mengis i  Faktu r  

Pajak  dengan  lengkap  maka  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

dapat  menerb i t kan  Sura t  Tagihan  Pajak .

Bahwa  dengan  demik ian  pendapat  Maje l i s  Hakim  Banding  

yang   menyatakan  bahwa  penafs i r an  yang  di l akukan  oleh  

Tergugat  mengenai  Faktu r  Pajak  menjad i  cacat  hanya  

karena  t i dak  adanya  core tan  pada  "Harga  

jua l / penggan t i an /Uang  Muka/Termi j n "  ada lah  t i dak  benar ,  

t i dak  mempunyai  dasar  dan  a lasan  yang  kuat  ser ta  kurang  

tepa t  dan  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku .

        Hal .  17 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
131/B /PK/PJK/2007
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2. Bahwa adalah  t i dak  tepa t  per t imbangan  Maje l i s  Hakim pada  

halaman  38  al i nea  kedua  dan  al i nea  ket i ga  Putusan  

Pengad i l an  Pajak  nomor  :  Put .  09951/PP/M.VI I I / 9 9 / 2007  

tangga l  13 Februar i  2007.

Bahwa Termohon  Penin jauan  Kembal i  merupakan  Perusahaan  

Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  yang  bergerak  da lam  jasa  

penun jang  per tambangan  ya i t u  member ikan  jasa  pe ledakan  

yang  mana bahan  peledaknya  dised iakan  o leh  PT.  Dahana  

(Persero )  seh ingga  untuk  memenuhi  kewaj i ban  yang  ada,  

Termohon  Penin jauan  Kembal i  mengadakan  per jan j i a n  untuk  

membentuk  Jo in t  Opera t i on  (J .O)  dengan  nama BUT.  Dyno 

Nobel  Indones ia  -  PT.  Dahana (Perse ro )  J.O.

Bahwa se lan ju t nya  untuk  PT.  Dyno  Nobel  Indones ia  -  PT.  

Dahana  (Perse ro )  J .O  membuka  kont rak  ker j a  atau  

per j an j i a n  dengan  pemi l i k  proyek  d imana da lam per jan j i a n  

ker j a  te rsebu t ,  Termohon  Penin jauan  Kembal i  dan  PT.  

Dahana  (Perse ro )  secara  bersama- sama  disebu t  sebaga i  

"Jo in t  Opera t i on  (J .O) " .

Bahwa keten tuan  Pasa l  1 angka  13 Undang- undang  Nomor.  8 

Tahun  1983  sebaga imana  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- undang  Nomor.  18  Tahun  2000  menyatakan  bahwa  :  

“Badan  ada lah  sekumpulan  orang  dan  atau  modal  yang  

merupakan  kesatuan  baik  yang  melakukan  usaha  maupun yang  

t i dak  melakukan  usaha  yang  mel ipu t i  perse roan  te rba tas ,  

perseroan  komandi te r ,  perse roan  la i nnya ,  Badan  Usaha  

Mi l i k  Negara  atau  Daerah  dengan  nama dan  dalam  bentuk  

apapun,  f i rma ,  kongs i ,  koperas i ,  dana  pens iun ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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perseku tuan ,  perkumpulan ,  yayasan,  organ isas i  massa,  

organ isas i  sos ia l  po l i t i k  atau  organ isas i  yang  se jen i s ,  

lembaga,  bentuk  usaha  te tap ,  dan bentuk  badan la i nnya . "

Bahwa keten tuan  Pasa l  2  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  143  

Tahun  2000  ten tang  Pelaksanaan  Undang- undang  Nomor.  8 

Tahun  1983  ten tang  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Barang  Jasa  

dan  Pajak  Penjua lan  Atas  Barang  Mewah sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor.  24  Tahun  2002  

menyatakan  bahwa  :  "da lam  rangka  pengukuhan  Pengusaha  

Kena  Pajak ,  te rmasuk  da lam  penger t i an  bentuk  badan  

la i nnya  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  1  angka  13  

Undang- undang  Pajak  Per tambahan  Ni la i  adalah  bentuk  

ker j asama Operas i . "

Bahwa keten tuan  Pasa l  1 angka  14 Undang- undang  Nomor.  8 

Tahun  1983  sebaga imana  diubah  te rakh i r  dengan  Undang-

undang  Nomor.  18 Tahun 2000 menyatakan  bahwa :  Pengusaha  

Kena  Pajak  ada lah  orang  pr ibad i  atau  Badan  sebaga imana  

dimaksud  dalam angka  13 yang  dalam keg ia tan    usaha  atau  

peker j aannya  menghas i l k an  barang ,  mengimpor  barang ,  

mengekspor  barang ,  melakukan  usaha  perdagangan,  

memanfaatkan  barang  t i dak  berwu jud  dar i  lua r  Daerah  

Pabean,  melakukan  usaha  jasa ,  atau  memanfaatkan  jasa  

dar i  lua r  Daerah  Pabean. "

Bahwa keten tuan  Pasa l  1 angka  15 Undang- undang  Nomor.  8 

Tahun  1983  sebaga imana  diubah  te rakh i r  dengan  Undang-

undang  Nomor.  18 Tahun 2000 menyatakan  bahwa :  Pengusaha  

Kena  Pajak  ada lah  Pengusaha  sebaga imana  d imaksud  da lam 

        Hal .  19 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
131/B /PK/PJK/2007
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angka  14 yang  melakukan  penyerahan  Barang  Kena Pajak  dan  

atau  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  yang  d ikenakan   pa jak  

berdasarkan  Undang- undang  in i ,  t i dak  te rmasuk  Pengusaha  

Kec i l  yang  batasannya  di te t apkan  dengan  Keputusan  

Menter i  Keuangan,  kecua l i  Pengusaha  Kec i l  yang  memi l i h  

untuk  d ikukuhkan  sebaga i  Pengusaha  Kena Pajak . "

Bahwa  keten tuan  Pasa l  4  Undang- undang  Nomor.  8  Tahun  

1983  sebaga imana  te l ah  d iubah  te rakh i r  dengan  Undang-

undang  Nomor.  18  Tahun  2000  menyatakan  bahwa  :  "Pa jak  

Per tambahan  Ni la i  d ikenakan  atas :

a. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  di  da lam  Daerah  Pabean  

yang  di l akukan  oleh  Pengusaha.

b. Impor  Barang  Kena Pajak .  

c.  Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  di  da lam  Daerah  

Pabean yang  di l akukan    o leh  Pengusaha.  

d.   Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  t i dak  berwu jud  

dar i  lua r  Daerah  Pabean di  da lam Daerah  Pabean.

e.  Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dar i  lua r  Daerah  

Pabean di  da lam Daerah  Pabean,  atau  

f .    Ekspor  Barang  Kena  Pajak  oleh  Pengusaha  Kena 

Pajak . "

Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  4 Undang- undang  Nomor.  

8  Tahun  1983  sebaga imana  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- undang  Nomor.  18  Tahun  2000  maka  te rhadap  

penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/a tau  Jasa  Kena  Pajak  

yang  di l akukan  oleh  Pengusaha  Kena Pajak  d ikenakan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i .
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Bahwa keten tuan  Pasa l  13 ayat  (1 )  Undang- undang  Nomor.  8 

Tahun  1983  sebaga imana  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- undang  Nomor.  18  Tahun  2000  menyatakan  bahwa  :  

"Pengusaha  Kena  Pajak  waj ib  membuat  Faktu r  Pajak  untuk  

set i ap  penyerahan  Barang  Kena Pajak  sebaga imana  dimaksud  

dalam Pasa l  4 huru f  a atau  huru f  f  dan set i ap  penyerahan  

Jasa  Kena Pajak  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa i  4 huru f  

c. "

Bahwa berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

perpa jakan  sebaga imana  diu ra i kan  d ia tas  maka  Jo in t  

Opera t i on  (J .O)  dengan  anggota - anggota  Jo in t  Opera t i on  

(J .O)  ada lah  t i dak  iden t i k  dan  karena  Jo in t  Opera t i on  

(J .O)  sebaga i  badan  usaha  la i nnya  te l ah  dikukuhkan  

sebaga i  Pengusaha  Kena  Pajak  seh ingga  te rhadap  se l i s i h  

equa l i sas i  Peredaran  Usaha  pada  SPT  Tahunan  Pajak  

Penghas i l an  Badan  dengan  Tota l  Penyerahan  pada  SPT Masa 

Pajak  Per tambahan  Ni la i  yang  merupakan  penyerahan  dar i  

PT.  Dyno Nobel  Indones ia  kepada  BUT Dyno Nobel  Indones ia  

–PT.  Dahana  (Perse ro )  J.O  ada lah  merupakan  penyerahan  

kena  pajak  yang  harus  dibua tkan  Faktu r  Pajaknya .

Bahwa  dengan  demik ian  pendapat  Maje l i s  Hakim  Banding  

yang  menyatakan  bahwa t i dak  ada penyerahan  dar i  anggota -

anggota  Jo in t  Opera t i on  (J .O)  kepada  Jo in t  Opera t i on  

(J .O) ,  t i dak  mempunya i  dasar  dan  alasan  yang  kuat  ser ta  

kurang  tepa t  dan t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku .

Bahwa  dengan  demik ian ,  Putusan  Pengad i l an  Pajak  Nomor  

        Hal .  21 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
131/B /PK/PJK/2007
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Put .  09951/  PP/M.VI I I / 9 9 / 2007  tangga l  13  Februar i  2007  

te rsebu t  nyata - nyata  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  sebaga imana  

dia tu r  da lam  Pasa l  91  huru f  e  Undang- undang  Pengadi l an  

Pajak ,  dan oleh  karenanya  bata l  demi  hukum.

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Mahkamah  Agung 

memper t imbangkan  alasan- alasan  Penin jauan  Kembal i  dar i  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  sebaga i  ber i ku t  :   

Bahwa  alasan- alasan  Penin jauan  Kembal i  te rsebu t  t i dak  

dapat  d ibenarkan  karena  Putusan  Pengad i l an  Pajak  

sudah  tepa t  dan benar  ya i t u  t i dak  te rdapa t  baik  fak ta  

maupun  per t imbangan  hukum dalam  putusan  yang  nyata -

nyata  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  sebaga imana  dimaksud  

Pasal  91 huru f  e Undang- undang No.  14 Tahun 2002.  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  maka  permohonan  Penin jauan  

Kembal i  yang  d ia j ukan  oleh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  :  

DIREKTUR JENDERAL PAJAK  te rsebu t  adalah  t i dak  bera lasan ,  

seh ingga  harus  di to l a k .  

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  d ip i hak   yang  dika lahkan ,  maka  harus  dihukum untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam Penin jauan  Kembal i  yang  besarnya  

sebaga imana  te rsebu t  da lam amar  putusan  in i .

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- undang  Nomor.  

48 Tahun 2009,  Undang- undang  Nomor.  14 Tahun 1985 sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor.  5  Tahun  2004  dan  
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perubahan  kedua  dengan  Undang- undang  Nomor.  3 Tahun  2009  dan  

Undang- undang  Nomor.  14 Tahun 2002 ser ta  pera tu ran  perundang-

undangan  la i n  yang bersangku tan  .  

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  Penin jauan  Kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i   :  DIREKTUR JENDERAL PAJAK te rsebu t  .

Menghukum Pemohon  Penin jauan  Kembal i  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  Penin jauan  Kembal i  in i  sebesar  Rp.  

2.500 .000 , -  (dua  ju t a  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  .

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung   pada  har i  :  Kamis  tangga l  22  Ju l i  2010  oleh  

Widayatno  Sast rohard jono ,  SH.  MSc.  Ketua  Muda  Pembinaan  

Mahkamah  Agung  yang  di t e t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung 

sebaga i  Ketua   Maje l i s ,  Dr .  H.  Imam Soebech i ,  SH.  MH.  dan  

Mar ina  Sidabuta r ,  SH.  MH. Hakim- Hakim Agung  sebaga i  Anggota ,  

dan  diucapkan  dalam s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  

juga  oleh  Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim Anggota  te rsebu t  

dan diban tu  oleh  Benar  Sihombing ,  SH.MHum. Pani te ra  Penggant i  

dengan t i dak  d ihad i r i  o leh  para  pihak .

Hakim- Hakim   Anggota    :  

K   e   t    u   a    :  

                  Ttd .  
Ttd .
Dr.  H.  Imam Soebech i ,  SH.  MH.                      Widayatno  
Sast rohard j ono ,  SH.  MSc.

       Ttd .
Mar ina  Sidabu ta r ,  SH.  MH. 

         Pani tera  

Penggant i    :  

        Hal .  23 dar i  24 ha l .  Put .  No.  
131/B /PK/PJK/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

               Ttd .
              Benar  Sihombing ,  

SH.  MHum

Biaya- biaya  Penin jauankembal i   :

1. M e t  e r  a i  ……………... . . . . . . . . . . . . Rp .        6.000 , -
    

2. R e d a k s  i   …………... . . . . . . . . . . . . . . . Rp.         5.000 , -
    

3. Admin is t r a s i  Penin jauankembal i . . . Rp.  2.489 .000 , -
Jumlah                             Rp.  2.500 .000 , -

Untuk  Sal inan
Mahkamah Agung RI

a.n .  Pani te r a  
Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara

A S H A D I ,  SH
Nip .  220000754
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